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ABSTRAK

Fera Ningsih : 1302147/2013. Evaluasi Program Bantuan Rumah
Layak Huni Di Kenagarian Batu Palano Kecamatan
Sungai Pua, Kabupaten Agam.

Program bantuan rumah layak huni yang dilaksanakan tahun 2013
mengalami banyak kendala dalam implementasi. Penelitian bertujuan
untuk mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi program yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi kebijakan kedepan. Persoalan yang ingin
diungkap 1) mengetahui hasil evaluasi program dari segi sasaran
(efektivitas) pencapaian program, pelaksanaan kebijakan, prosedur
program, metode program, standarisasi program dan budget. 2) kendala
dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni. 3) upaya
mengatasi kendala pelaksanaan program bantuan rumah layak huni.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.
Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data
adalah data primer dan skunder yang dikumpulkan dengan observasi,
wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data melalui teknik
triangulasi dan membercheck. Sedangkan teknik analisis data
menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukan terdapat kendala pada a) segi sasaran
kriteria calon penerima tidak sesuai, b) segi pelaksanaan kurangnya tenaga
pekerja, dan keterlambatan dalam penyelesaian, c) segi prosedur kurang
optimalnya sosialisasi tentang program, d) segi metode program
pengerjaan terkesan apa adanya, e) segi standarisasi pengerjaan program
tidak sesuai, dan terlambatnya dalam penyelesaian, f) segi budget
kurangnya dana tambahan. Upaya untuk mengatasi kendala adalah a) segi
sasaran keterbukaan kriteria calon penerima program, b) segi pelaksanaan
kesadaran masyarakat untuk membantu, ¢) segi prosedur mengadakan
sosialisasi yang jelas, d) segi metode kesungguhan dari si penerima dan
kesadaran masyarakat, e) segi standarisasi sosialisasi yang jelas, f) segi
budget harus menyedikan dana tambahan dari masyarakat. Berdasarkan
hal ini diharapkan kebijakan program bantuan rumah layak huni kedepan
dapat memenuhi harapan khalayak sasaran.

Kata Kunci: Evaluasi program, Rumah layak huni.



ABSTRACT

Fera Ningsih : 1302147/2013. Evaluation of the Habitable Home
Support Program at Batu Palano Village, Sub
district of Sungai Pua, Agam Regency.

Implementation of the habitable home support program in 2013 has
many obstacles. The purpose of this research is to describe the
implementation of program evaluation that can be used to evaluate future
policies. Issues to be revealed : 1) to know the results of program
evaluation in terms of target (effectiveness) of program achievement,
policy implementation, program procedure, program method, program and
budget standardization ; 2) obstacles in the implementation of a habitable
home support program ; 3) efforts to overcome obstacles from the
implementation of habitable home support program.

The type of this research is descriptive qualitative research.
Purposive sampling technique was used to determine informants.The types
of data are primary and secondary data which are collected by
observations, interview, and documentation studies.The test of data
validity through triangulation technique and member check. While the
techniques of data analysis used data reduction techniques, data
presentation, and data verification.

The result of the research shows that there are constraints on : a) the
target criteria of the recipient candidates are not appropriate, b) the lack of
workers and delay in settlement in terms of the implementation, c) less
optimal socialization about the program in terms of procedure, d) in terms
of the program method of the workmanship seemed as it is, and e)
inappropriate programming in terms of standardization,and delay in
settlement, f) lack of additional funding in terms of budget. Efforts to
overcome these obstacles are : a) the transparency criteria of recipient
candidates program in terms of target, b) Public awareness to assist in
terms of implementation, c¢) Held a clear socialization in terms of
procedures, d) the sincerity of the recipient and the public awareness in
terms of method, e) clear socialization in terms of standardization, f)
Provide additional funding from society. Based on this condition, It is
expected that the habitable home support program policy can meet the
expectations of target society in the future.

Keywords: Program Evaluation, Habitable Home.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah merupakan suatu bangunan, tempat tinggal untuk melangsungkan
kehidupan masyarakat. Disamping itu rumah juga merupakan tempat
berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan
kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat
(Sarwono dalam Budihardjo, 1998: 148). Jadi kesimpulannya adalah rumah
merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk keberlangsungan kehidupannya,
dimana rumah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemiliknya.

Sedangkan rumah yang layak huni merupakan sebuah bangunan atau
tempat yang dijadikan manusia untuk melakukan aktivitas serta hubungan sosial
yang bangunannya harus nyaman, aman, serta bisa menfasilitasi kebutuhan dasar
manusia seperti tersedianya air bersih, penerangan yang cukup, dan pembuangan
air limbah yang memadai. Rumah layak huni juga harus mempunyai jaminan
kepastian hukum bagi penghuninnya, dengan kata lain bahwa bangunan rumah
tersebut secara sah adalah miliknya. Menurut Peraturan Mentri Negara Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang standar pelayanan
minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota
menyatakan bahwa: Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan
penghuninya. Rumah yang dikatakan layak untuk dihuni harus memenuhi

persyaratan untuk bisa dikatakan rumah yang layak huni. Rumah bagi masyarakat



merupakan sebuah kebutuhan dasar yang wajib di perlukan. Apalagi rumah yang
layak untuk dihuni bagi masyarakat miskin sangat jarang sekarang di tengah-
tengah masyarakat. Berikut data perbandingan jumlah rumah yang tidak layak
untuk dihuni pada tahun 2015 dan 2016 di Kabupaten Agam.

Tabel 1
Distribusi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Agam

No Daerah Unit Tahun 2015 | Unit Tahun 2016
1. | Kecamatan Ampek Angkek 61 unit 70 unit

2. | Kecamatan Ampek Nagari 317 unit 320 unit
3. | Kecamatan Banuhampu 127 unit 130 unit
4. | Kecamatan Baso 64 unit 74 unit

5. | Kecamatan Canduang 95 unit 100 unit
6. | Kecamatan IV Koto 235 unit 232 unit
7. | Kecamatan Kamang Magek 48 unit 43 unit

8. | Kecamatan Lubuk Basung 485 unit 480 unit
9. | Kecamatan Malalak 105 unit 110 unit
10. | Kecamatan Matur 112 unit 120 unit
11. | Kecamatan Palembayan 493 unit 480 unit
12. | Kecamatan Palupuh 269 unit 270 unit
13. | Kecamatan Sungai Pua 50 unit 126 unit
14. | Kecamatan Tanjung Mutiara 367 unit 370 unit
15. | Kecamatan Tanjung Raya 222 unit 200 unit
16. | Kecamatan Tiltang Kamang 90 unit 115 unit

Jumlah 3140 unit 3240 unit

Sumber: BPS Kabupaten Agam

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah rumah yang tidak layak
huni dari tahun ke tahun meningkat. Oleh karena itu diperlukanya upaya dari
pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi rumah yang tidak layak huni pada
suatu daerah. Untuk itu pemerintah melakukan upaya dengan meliris program
bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dengan mengeluarkan surat edaran
Menteri Perumahan Rakyat No 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan tugas fasilitasi

bantuan stimulan perumahan swadaya oleh pemerintah provinsi.



Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan rumah tidak layak
huni itu, maka pemerintah mewujudkan sebuah program bantuan rumah layak
huni yang mencakup pembangunan perumahan swadaya yang ditujukan pada
masayarakat yang berpengasilan rendah. Dimana perumahan swadaya ini di
bangun atas prakarsa dan upaya dari masyarakat itu sendiri. Selanjunya
perumahan swadaya oleh pemerintah dibagi kedalam dua kategori yaitu
pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah yang layak untuk
dihuni. Tujuan dari program bantuan rumah layak huni ini untuk membantu
masyarakat miskin yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan akan rumah
yang layak. Program ini juga bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat
menjadi lebih baik lagi dan memberikan kehidupan yang layak. Selain itu dengan
adanya program ini bisa membuat masyarakat saling membantu satu sama lain
dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap sesama semakin meningkat.

Salah satu nagari yang mendapatkan program banguan rumah layak huni
adalah Nagari Batu Palano. Batu Palano merupakan salah satu nagari yang
terdapat di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat,
Indonesia. Berdasarkan hasil pendataan, masyarakat Batu Palano banyak bekerja
pada sektor pertanian, karena di dukung dengan kondisi lahan yang subur dan
iklim yang mendukung. Masyarakat bekerja di sawah maupun di ladang untuk
bercocok tanam, menanam padi, menanam berbagai jenis sayur-sayuran seperti
cabe, wortel, lobak, kacang-kacangan, sejenis umbi-umbian, dan lain sebagainya.

Kondisi lahan yang subur dan terletak di daerah pegunungan

memungkinkan masyarakat untuk menanam berbagai macam sayuran, akan tetapi



anggka kemiskinan tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Hal itu bisa terlihat
pada kondisi masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari yang masih sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah, selain itu kondisi
rumah yang juga memprihatinkan dan tidak layak untuk dihuni tambah membuat
tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Berikut ini merupakan jumlah rumah
layak huni dengan tidak layak huni tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Distribusi Jumlah Rumah Layak Huni Dengan Tidak Layak
Huni Di Nagari Batu Palano Tahun 2013

NO KATEGORI JUMLAH
1. | Rumah masyarakat yang tidak layak huni. 123 rumah
2. | Rumah masyarakat yang mendapatkan 73 rumah

bantuan rumah layak huni.

3. | Bantuan rumah layak huni. Rp. 7000.000 (berupa
bahan bangunan)
4. | Rumah yang mendapatkan bantuan yang 73 rumah
telah berdiri.

Sumber: Kantor Wali Nagari Batu Palano

Jumlah rumah tidak layak dihuni Nagari Batu Palano pada tahun 2013
berjumlah 123 rumah. Pada tanggal 20 November 2013 pemerintah daerah
memberikan bantuan dana sebanyak R.p 511.000.000 berupa bahan bangunan
senilai Rp. 7.000.000 untuk masing-masing rumah kepada pihak nagari. Uang
senilai Rp. 7000.000 diberikan pihak nagari tidak secara tunai diterima oleh
masyarakat, akan tetapi berupa bahan bangunan yang dijemput langsung oleh
masyarakat dari toko bangunan. Dimana sebelumnya pihak nagari dan toko

bangunan tersebut telah bekerja sama dalam program rumah layak huni ini.



Pada tanggal 28 November 2013, masyarakat penerima bantuan
mendapatkan bantuan berupa bahan bagunan senilai Rp. 7.000.000 per masing-
masing rumah. Pada tanggal ini juga masyarakat langsung menerima bantuan
bahan bangunan yang telah mereka terima dari pihak nagari, jadi pihak
masyarakatlah yang pergi ke toko alat bangunan tersebut untuk membeli daftar-
daftar bahan bangunan yang dibutuhkan setelah melapor kepada pihak nagari.
Total keseluruhan jumlah masyarakat yang menerima bantuan tersebut sebanyak
73 kepala keluarga. Dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2013
bejumlah 123 rumah sedangkan yang menerima bantuan rumah layak huni
tersebut hanya 73 kepala keluarga, disini bisa terlihat ketimpangan antara jumlah
rumabh tidak layak huni dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Dilihat dari kriteria penerima bantuan rumah layak huni antara lain yaitu,
penduduk miskin yang memiliki rumah lantainya masih tanah, dindingnya terbuat
dari papan atau anyaman bambu, dan tembok yang belum diplester, tidak
memiliki MCK, atap rumah masih dari rumbia dan atau tidak memiliki genting
kaca, ventilasi masih kurang dan sanitasi belum ada dan atau tidak memenuhi
syarat kesehatan. Prosedur penetapan calon penerima bantuan rumah tidak layak
huni tersebut adalah masyarakat miskin yang datanya tercatat di data base
kemiskinan dari Kabupaten Agam. Kemudian para calon penerima bantuan
menyerahkan berkas-berkas seperti kartu keluarga, surat keterangan penghasilan,
serta daftar bahan bangunan senilai R.p 7.000.000 yang diserahkan kepada kantor

Wali Nagari Batu Palano.



Untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni tersebut, maka
pada tanggal 25 November 2013 dicetuskannya Peraturan Nagari (Perna) Nomor
3 Tahun 2013 Tentang Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni dengan lama
waktu pengerjaannya selama 1 (satu) bulan. Pada kenyataannya dengan adanya
program rumah layak huni tersebut banyak manfaat yang dirasakan masyarakat,
akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak mereka.
Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan akan tetapi mereka tidak
mendapatkan bantuan, maka disini timbulah keluhan dari masyarakat yang tidak
mendapatkan program bantuan tersebut, mereka menuntut ketidakadilan yang
mereka terima. Oleh karena itu terlihat sekali ketimpangan sosial dan
kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan haknya masih rendah. Selain itu
waktu pelaksaanaanya juga tidak tepat waktu, bulan Januari 2014 pengerjaan
program ini masih tetap berlanjut padahal batas penggerjaan cuma satu bulan
yaitu harus selesai pada akhir bulan Desember 2013.

Pada tanggal 1 Desember 2013 pelaksanaan program bantuan rumah layak
huni dijalankan, dimana pelaksanaan program tersebut dijalankan selama waktu
yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2013. Pada proses pelaksanaan terlihat kurangnnya pengawasan dari
pihak pemerintah maupun pihak nagari untuk mengawasi pelaksanaan program
bantuan rumah layak huni tersebut yang mengakibatkan jangka waktu
pengerjaannya melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Walaupun waktu
pelaksanaanya terlambat, program rumah bantuan tersebut telah terealisasikan

pada 73 rumah. Dilihat dari kendala-kendala diatas menyebabkan program



tersebut hanya berjalan pada tahun 2013 saja. Hal ini disebabkan berbagai macam
kemungkinan yaitu dari waktu pelaksanaan program bantuan rumah layak huni

tersebut tidak selesai tepat waktu dan lain sebagainya.

Wawancara awal yang peneliti lakukan pada 20 Maret 2016 dengan Wali
Nagari Batu Palano yaitu bapak Erman mengatakan bahwa:

Program bantuan rumah layak huni ini merupakan pertama kali
pada tahun 2013, dimana pada pelaksanaanya Cuma berlangsung
pada tahun 2013 saja, untuk tahun-tahun berikutnya tidak ada
dilaksanakan, terhitung sejak tahun 2013- 2016.

Beberapa studi tentang evaluasi program bantuan rumah layak huni dari
penelitian sebelumya diantara lain yaitu Inggriani (2015) dan Elsa Febrina (2014).
Penelitian Inggriani (2015), yang mengkaji tentang evaluasi pelaksanaan program
bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Dhamasraya
mengemukakan bahwa sumberdaya pendukung untuk pelaksanaan program
bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Dhamasraya kurang
memadai, khususnya sumber daya manusianya, dan koordinasi antara masyarakat,
Bappeda serta Kemenpera belum berjalan seperti yang diharapkan. Selanjutnya
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan
swadaya (BSPS) di Kabupaten Dhamasraya, diantaranya: Komunikasi, sumber
daya, disposisi (kecendrungan sikap), struktur birokrasi.

Penelitian Elsa Febrina (2014), yang mengkaji tentang evaluasi
pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kota
Payakumbuh mengemukakan bahwa evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi

sosial rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh sudah berjalan dengan baik.



Evaluasi dilihat dari berbagai indikator yaitu ketepatan waktu dan ketepatan
pengerjaan dan ketepatan sasaran. Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak
huni ini sangat membantu masyarakat dalam memeuhi kebutuhan hunian yang
layak sehingga masyarakat mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya
dengan lebih baik sehingga diharapkan Pemerintah dan masyarakat bersama-sama
menunjang keberhasilan program untuk peningkatan dimasa yang akan datang.
Berdasarkan uraian dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk
mengetahui secara mendalam dengan mengadakan penelitian lebih lanjut, maka
peneliti mengambil judul: “Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni, di
Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka identifikasi

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya peran pemerintah nagari dalam mengawasi
pelaksanaan program bantuan rumah layak huni.

2. Adanya kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program
bantuan rumah layak huni.

3. Tidak berlanjutnya program bantuan rumah layak huni pada tahun-tahun
berikutnya.

4. Persepsi masyarakat tentang program bantuan rumah layak huni.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan, dan agar penelitian ini lebih terarah

serta pembahasannya lebih terpusat, maka penelitian ini dibatasi pada evaluasi



program bantuan rumah layak huni di Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai
Pua Kabupaten Agam, ditinjau dari segi sasaran program, pelaksanaan kebijakan,
prosedur program, metode program, standarisasi program, budget atau anggaran
program. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan
rumah layak huni di Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten
Agam, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan
program bantuan rumah layak huni, di Kenagarian Batu Palano Kecamatan

Sungai Pua Kabupaten Agam.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah evaluasi program bantuan rumah layak huni di Kenagarian
Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, ditinjau dari segi
sasaran pencapaian (efektifitas) program, pelaksanaan kebijakan, prosedur
program, metode program, standarisasi program, budget atau anggaran
program ?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan
rumah layak huni di Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Pua
Kabupaten Agam ?

3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam
pelaksanaan program bantuan rumah layak huni, di Kenagarian Batu

Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam ?
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E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hasil evaluasi program bantuan rumah layak
huni ditinjau dari segi sasaran program, pelaksanaan kebijakan,
prosedur program, metode program, standarisasi program, budget atau
anggaran program di Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Pua
Kabupaten Agam.

2. Mendeskripsikan kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
program bantuan rumah layak huni di Kenagarian Batu Palano
Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

3. Mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada
pelaksanaan program bantuan rumah layak huni, di Kenagarian Batu
Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:
1. Manfaat Teoritis
Manfaat secara teoritis yaitu sebagai bahan untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan ilmu sosiologi dan kebijakan
publik.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:
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a. Bagi penulis
Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dan memenuhi
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
b. Bagi mahasiswa
Sebagai bahan referensi di perpustakaan fakultas ilmu sosial.
c. Bagi masyarakat dan pemerintahan
1). Sebagai bahan untuk melihat sejauh mana kesejahteraan
masyarakat di Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Pua
Kabupaten Agam.
2). Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan
mayarakat dimasa yang akan datang.
3). Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah maupun masyarakat

untuk  lebih  saling  ketergantungan  satu  sama  lain.



	A. Sasaran (Efektivitas) Pencapaian Program

	Sasaran merupakan kriteria keberhasilan program, harus dinyatakan secara spesifik agar dapat diperoleh tolak ukurnya. Tujuan atau sasaran kadang-kadang hanya disebutkan secara umum, jangka panjang, bahkan kontradiksi dan tidak berkaitan dengan aktivitas program. Jika hal ini terjadi, peneliti bertanggung jawab untuk merumuskannya secara bersama-sama dengan perencana program dan manajer program (Anggara, 2014: 285).

	B. Kebijakan Pelaksanaan

	Jurnal publik tentang konsep umum pelaksanaan kebijakan publik oleh Abdul Ramdhani dan M. Ali Ramdhani (Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12) mengatakan bahwa menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasikan aspek-aspek yan diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur borokrasi. Kelima aspek mempengaruhi  pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Wahyudi, 2016).

	a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

	Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Afandi dan Warjio, 2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi atau strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birikrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.

	b. Komunikasi 

	Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan oran lain menginterprestasikan suatu ide atau gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui suatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun prilaku (Wardhani, Hasiolan, dan Minarsih, 2016). Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang baik yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012). Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat menggurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksana kebijakan. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, kemungkinan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Afandi & Warjio, 2015). Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman atau konsensus yang paling menguntungkan. (Ramdhani & Suryadi, 2005).

	c. Sumberdaya 

	Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi & Warjio, 2015). 

	d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

	Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda denagn maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak efektif dan efesien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksana kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanaan. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Afandi & Warjio, 2015).

	C. Prosedur Program 

	Pembuatan prosedur tidak selalu dibuat setelah program kerja dan anggaran diselesaikan, karena prosedur sebelumnya bisa saja sudah ada. Prosedur ini adalah urutan-urutan aktifitas yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan sebuah bagian pekerjaan program. Dengan adanya prosedur, maka dapat menjamin sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, dan hasilnya sesuai harapan.

	Pembuatan prosedur ini membutuhkan pemahaman yang baik atas proses kerja atau bisnis satu aktifitas atau kelompok aktifitas. Dengan inilah organisasi lebih menyukai mereka yang berpengalaman di dalam satu bidang karena pada umumnya lebih bisa menggambarkan dengan baik bagaimana urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan.

	Kendala yang sering terjadi dalam penerapan prosedur adalah, prosedur tersebut hanya muncul diatas kertas kerja tanpa komitmen menjalankannya dengan baik. Untuk ini manajemen harus menjalankan proses audit yang mencoba melihat sejauh mana karyawan di satu bagian menjalankan prosedur yang sudah ada. Audit ini sangat penting bukan saja untuk memastikan apa yang sudah dituliskan dalam prosedur dilaksanakan, tetapi juga bisa menjadi bagian dari evaluasi, apakah sebuah prosedur sudal optimal mengarahkan pekerjaan tertentu (Aris Munandar, 2015 Implementasi Strategi Prosedur, Program dan Anggaran, diakses 13 Desember 2017).

	D. Metode Program

	Metode berasal dari bahsa yunani methodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiyah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu (Wikipedia).

	Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan (Terry dalam Tachjan (2006: 31). Jadi kesimpulannya metode program merupakan suatu cara untuk  melihat pencapaian suatu rencana atau program apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan.

	E. Standarisasi Program 

	Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, Pemerintah, keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, seta pengembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat. Sedangkan standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan (UU No 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian).

	F. Budget Atau Anggaran  Dana Yang Dibutuhkan 

	Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program-program regulatif, dana juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga personalia, dan untuk memungkinkan dilakukan analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan-peraturan tersebut, mengadministrasikan program perizinan, dan memonitor pelaksanaannya. Secara umum, tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan- tujuan formal, dan tersedianya dana di atas tingkat batas ambang ini akan sebanding dengan peluang tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

	Pada umumnya, keputusan kebijakanlah yang menetapkan tingkat batas ambang penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang yang tidak memadai akan menyebabkan suatu program gagal sebelum dimulai. Sebaliknya, tingkat batas ambang pendanaan program yang memadai memang dapat menunjang, sekalipun tidak menjamin, bahwa suatu program akan dapat segera dimulai dengan tepat dan lancar (Wahab, 2014: 185).

	3. Jutlak Program Bantuan Rumah Layak Huni

	Tabel 7 

	Distribusi Mata Pencaharian Di Kenagarian Batu Palano

	Metode program merupakan suatu cara untuk  melihat pencapaian suatu rencana atau program apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Sesuai dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasannya metode program bantuan rumah layak huni terdapat masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan tersebut. Hal ini terbukti dari wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Jefri Dt. Malano Basa selaku pengurus KAN Nagari Batu Palano (12 Oktober 2017) mengatakan:

	Bahwa metode pemberian bantuan rumah layak huni tidak dalam bentuk dana cair, akan tetapi dalam bentuk bahan bangunan senilai Rp. 7000.000. Kebutuhan masyarakat dalam membeli bahan bangunan hanya terbatas pada dana tersebut. Apabila masyarakat tidak ada dana tambahan maka pembangunan rumah layak huni hanya tercukupi senilai dana 

	yang ada saja.

	Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa metode pemberian bantuan telah berjalan dengan baik, dana dalam bentuk bahan bangunan telah sampai ke masyarakat, akan tetapi jika dana bantuan rumah layak huni saja, maka pembangunan rumah layak huni hanya tercukupi senilai dana yang ada saja, dan jika dana tambahan yang lain tidak ada dan kebutuhan untuk bahan bangunan banyak yang dibutuhkan lagi maka bisa jadi berdirinya rumah tersebut terkesan apa adanya.

	Wawancara selanjutnya dilakukan dengan bapak Jefri Dt. Malano Basa selaku pengurus KAN Nagari Batu Palano (12 Oktober 2017) mengatakan:

	Hal ini terbukti dari wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Jefri Dt. Malano Basa selaku pengurus KAN Nagari Batu Palano (12 Oktober 2017) mengatakan:

	Bahwa metode pemberian bantuan rumah layak huni tidak dalam bentuk dana cair, akan tetapi dalam bentuk bahan bangunan senilai Rp. 7000.000. Kebutuhan masyarakat dalam membeli bahan bangunan hanya terbatas pada dana tersebut. Apabila masyarakat tidak ada dana tambahan maka pembangunan rumah layak huni hanya tercukupi senilai dana yang ada saja.

	Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa metode pemberian bantuan telah berjalan dengan baik, dana dalam bentuk bahan bangunan telah sampai ke masyarakat, akan tetapi jika dana bantuan rumah layak huni saja, maka pembangunan rumah layak huni hanya tercukupi senilai dana yang ada saja, dan jika dana tambahan yang lain tidak ada dan kebutuhan untuk bahan bangunan banyak yang dibutuhkan lagi maka bisa jadi berdrinya rumah tersebut terkesan apa adanya .

	Wawancara selanjutnya dilakukan dengan bapak Jefri Dt. Malano Basa selaku pengurus KAN Nagari Batu Palano (12 Oktober 2017) mengatakan:

	Wawancara selanjutnya dilakukan dengan bapak Jefri Dt. Malano Basa selaku pengurus KAN Nagari Batu Palano (12 Oktober 2017) mengatakan:

	Evaluasi program bantuan rumah layak huni di tinjau dari enam segi yaitu: Pertama, ditinjau dari segi sasaran, sasaran merupakan kriteria keberhasilan program, harus dinyatakan secara spesifik agar dapat diperoleh tolak ukurnya (Anggara. 2014). Salah satunya dalam sasaran penetapan calon penerima bantuan rumah layak huni. Sesuai hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasannya kriteria calon penerima dari program bantuan rumah layak huni ini adalah tidak sesuai yang ada dilapangan. Kedua, ditinjau dari segi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome) (Abdul Ramadhani dan M. Ali Ramdhani. 2017) . Sesuai dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasannya orang yang mengerjakan program bantuan rumah layak huni bahwa masyarakat yang menerima program bantuan rumah layak huni terkendala dalam kurangnya tenaga pekerja dalam menyelesaikan program bantuan rumah layak huni. Kemudian ketepatan waktu dalam penyelesaian program bantuan rumah layak huni yang telihat adalah terlambatnya dalam penyelesaian bantuan rumah tersebut, akan tetapi rumah tersebut juga berdiri walaupun selesai tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ketiga, ditinjau dari segi prosedur program, prosedur adalah urutan-urutan aktifitas yang harus diselesaikan, untuk menyelesaikan sebuah bagian pekerjaan program. Dengan adanya prosedur, maka dapat menjamin sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, dan hasilnya sesuai harapan (Aris Munandar. 2015). Sesuai dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasannya kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program bantuan rumah layak huni ini. Kemudian dari segi penyerahan berkas-berkas tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diminta oleh pihak nagari dan masyrakat telah memenuhi segala apa saja yang diminta oleh nagari. Selain itu masyarakat sendiri telah berusaha untuk melengkapi data dan berkas yang telah diminta oleh pihak nagari. Keempat, ditinjau dari segi metode program, metode program merupakan suatu cara untuk  melihat pencapaian suatu rencana atau program apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan (Wikipedia). Sesuai dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasannya metode pemberian bantuan telah berjalan dengan baik, dana dalam bentuk bahan bangunan telah sampai ke masyarakat, akan tetapi jika dana bantuan rumah layak huni saja, maka pembangunan rumah layak huni hanya tercukupi senilai dana yang ada saja, dan jika dana tambahan yang lain tidak ada dan kebutuhan untuk bahan bangunan banyak yang dibutuhkan lagi maka bisa jadi berdirinya rumah tersebut terkesan apa adanya. Kelima, ditinjau dari segi standarisasi program, standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan (UU No 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penelian Kesesuaian). Sesuai dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasannya standar proses dapat disimpulkan bahwa setiap proses telah dilalui, akan tetapi dari segi sosialisasi program dan pengerjaan program layak huni tidak sesuai dengan yang standar proses yang diinginkan. Sedangkan dari standar proses penyerahan berkas sudah berjalan sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan. Sedangkan standar perencanaan, dari segi ketepatan waktu dalam penyelelesaian program bantuan rumah layak huni yang telihat adalah terlambatnya dalam penyelesaian bantuan rumah tersebut, akan tetapi rumah tersebut juga berdiri walaupun selesai tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Keenam, ditinjau dari segi budget atau anggaran program, keputusan kebijakanlah yang menetapkan tingkat batas ambang penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang yang tidak memadai akan menyebabkan suatu program gagal sebelum dimulai. Sebaliknya, tingkat batas ambang pendanaan program yang memadai memang dapat menunjang, sekalipun tidak menjamin, bahwa suatu program akan dapat segera dimulai dengan tepat dan lancar (Wahab, 2014). Sesuai dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasannya yaitu dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni terdapat kurangnya dana tambahan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni.





